
 

 

 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  

 KABUPATEN ALOR 

 

PUTUSAN KOREKSI  

NOMORPUTUSAN :001/PTS-SENGKETA PEMILU/ALOR/VIII/2018 

NOMOR KOREKSI :009/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Badan PengawasPemilihanUmumKabupaten Alorberdasarkan hasil Permohonan Koreksi 

menyelesaikansengketa prosesPemilihanUmum, pada tanggal 05 September 2018 

menjatuhkanputusansebagaiberikut: 

 

Menimbangbahwa Badan PengawasPemilihanUmum Kabupaten Alor 

telahmemasukanhasil koreksi Permohonan PenyelesaianSengketa Proses 

PemilihanUmum, permohonandari:-------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

 1) N a m a : H A R I S  M .  K A Y 

  N I K : 5 3 0 5 0 0 6 2 0 0 5 8 5 3 3 3 2 

  A l a m a t : D u l o l o n g 

  Tempat ,  Tanggal  Lah i r : B a o l a n g ,   2 0  M e i  1 9 8 5 

 

  P e k e r j a a n / J a b a t a n : Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia  Kabupaten Alor 

     

 2 ) N a m a : O N I S I M U S  M O R U K 

  N I K : 5 3 0 5 0 1 1 4 1 1 9 1 0 0 0 

  A l a m a t : W e l a i  T i m u r 

  T e mp a t ,  T a n gga l  L a h i r : M o l a ,  1 4  S e p t e m b e r  1 9 9 1 

  P e k e r j a a n / J a b a t a n : Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor  

 

Bertindakuntuk dan atasnamadalamjabatanyasebagaiKetuadan SekretarisDewan 

Pimpinan Daerah PartaiSolidaritas (DPD PSI) Kabupaten Alor, yang mana 

telahmendaftarkandiri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alorke KPU 



Kabupaten Alor, yang oleh KPU Kabupaten Alor tidak ditetapkan sebagai Bakal Calon 

SementaraAnggota DPRD Kabupaten Alor berdasarkankeputusan KPUKabupaten Alor 

Nomor :37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018, tanggal 12 Agustus 2018 Tentang 

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam 

Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten AlorDaerah PemilihanAlor 2, Daerah Pemilihan 

Alor 3 dan DaerahPemilihanAlor 4,  untuk selanjutnya  disebut sebagai: 

Pemohon---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 

atas Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang 

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;------------------------------------------------ 

 

Terhadap 

 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang berkedudukan di Jalan Cempaka No. 1, 

Kalabahi, Telp. 0386 21045, Fax 0386 21045 

selanjutnya disebut sebagai:Termohon; ---------------------------------------------------------------- 

 

Dengan Nomor Permohonan 38/DPD-PSI-Kab.Alor/2018 bertanggal 13 Agustus 2018 

yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor  pada tanggal 15 

Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian 

SengketaProses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor 

001/Reg-Sengketa/Pemilihan-2018/VIII/2018.-----------------------------------------------------------

------------ 

 

TENTANG DUDUK SENGKETA DAN HASIL KOREKSI  

 

Menimbang, bahwa Permohonan koreksi pemohon dengan nomor koreksi 

009/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018mengajukan PermohonanKoreksi dengan 

nomor register 001/Reg-Sengketa/Pemilihan-2018/VIII/2018.dengan hasil Koreksi 

permohonan pemohon sebagai berikut:------------------------------------------------------------------- 

 

I. POKOK PERMOHONAN KOREKSI  

1. Bahwa dengan belum ditetapkannya Daftar Calon Tetap dan tahapan baru 

penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pemohon telah melengkapi kekurangan 

berkas yang telah mengakibatkan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Alor 



kehilangan tiga Daerah Pemilihan sekaligus, yang diakibatkan tidak 

terpenuhinyakuota 30% keterwakilan perempuan;--------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Bahwa Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Atas nama 

Bapak Yerri Luase, S.IP menjelaskan Pendaftaran Bakal calon Anggota DPRD 

kabupaten Alor yang berkasnya tidak lengkap akan gugur dengan sendirinya dan 

bakal calon Anggota DPRD yang gugur karena berkasnya tidak lengkap bisa 

dilakukan pergantian;---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Bahwa DPD PSI melakukan register dalam menyerahkan dokumen perbaikan 

syarat calon dan diberikan TT. Pd;------------------------------------ 

4. Bahwa Terhitung tanggal 1-7 agustus 2018 adalah jadwal dan batas akhir verfikasi 

dan penelitian terhadap dokumen persyaratan bakal calon;--------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Bahwa Penyampian via telpon dari Vebriano Ch. Blegur kepada ketua partai PSI 

bahwa berkas saudari Siti Nurbaya, Sri Maryati Kota dan Harni Thersia Mail 

dinyatakan tidak memenuhi syarat tertanggal 11 agustus 2018;---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Bahwa Tanggal 11 agustus 2018 KPU kabupaten alor mendesak PSI untuk 

melengkapi berkas ketiap bakal calon perempuan tersebut;--------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor dalam pengambilan 

keputusan terkait dapil 2,3 dan 4 Kabupaten Alor mengakibatkan gugurnya daerah 

pemilihan (dapil) karena ketidakterpenuhinya syarat 30% keterwakilan perempuan 

sehingga empat calon yang memenuhi persyaratan dinyatakan tidak memenuhi 

syarat (TMS);-------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.  Bahwa pemohon juga telah melakukan perbaikan syarat calon untuk terpenuhinya 

30% keterwakilan perempuan disetiap dapil dengan cara pengurangan bakal calon 

laki-laki pada dapil 2, 3, dan 4;---------------------------------------------------------------------- 

9. Bahwa dalam setiap dapil yaitu dapil 2, 3 dan dapil 4 pemohon telah melakukan 

pengurangan jumlah total laki-laki dari tiap dapil untuk terpenuhinya 30% 

keterwakilan perempuan;---------------------------------------------------------------------------- 

 

II. ALASAN PERMOHONAN 

1. Bahwa pada tanggal 11 agustus 2018 berkas atas nama saudari Siti Nurbaya, Sri 

Maryati Kota dan Harni Thersia Mail dinyatakan tidak memenuhi syarat  pada 

Daerah Pemilihan Alor 2, Alor 3 dan Alor 4. 



2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor dalam pengambilan 

keputusan terkait dapil 2, 3 dan 4 Kabupaten Alor mengakibatkan gugurnya daerah 

pemilihan (dapil) karena ketidakterpenuhinya syarat 30% keterwakilan perempuan 

sehingga empat calon yang memenuhi persyaratan dinyatakan tidak memenuhi 

syarat (TMS). 

3. Bahwa pemohon juga telah melakukan perbaikan syarat calon untuk terpenuhinya 

30% keterwakilan perempuan disetiap dapil dengan cara pengurangan bakal calon 

laki-laki pada dapil 2, 3, dan 4. 

 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Koreksi Pemohon adalah 

sebagai mana telah diuraikan diatas:---------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Haris M. Kay yang merupakan Ketua dan 

Onisimus Moruk yang merupakan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas 

Indonesia Kabupaten Alor;--------.--------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 

876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 6 Juli 2018. Petunjuk 

Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 

876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 ini mengatur tentang antara lain petunjuk teknis tata 

cara pengajuan, verifikasi calon, keterwakilan perempuan, format formulir yang digunakan 

dalam proses pengajuan dan verifikasi calon. Petunjuk teknis dalam Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018876 BAB II 

pada angka 2 dan angka 3 mengatur tentang keterwakilan perempuan paling sedikit 30% 

(tiga puluh persen) di setiap Daerah Pemilihan dan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon 

pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon 

perempuan;-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tanggal 23 Juli 2018, Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor: 961/PL.01.4-

Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan 

Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana pada Lampiran Bab II. 

Perbaikan, angka 8 dan angka 9 menyatakan: “apabila penetapan status TMS tehadap 

bakal calon sebagimana angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah 

paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Daerah Pemilihan, dan/atau tidak 

memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Daerah Pemilihan tersebut, 

maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Daerah Pemilihan tersebut” 

dan angka 9 menyatakan “dalam hal terdapat bakal calon yang dihapus dari daftar calon 

sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian nomor urut berdasarkan nomor urut 

berikutnya”;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang bahwa sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum terikat dengan 

prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni: jujur, adil, 

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan 

efisien. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini juga sejalan dengan Asas 

Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; --------------------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Putusan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten Alora quo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia mencermati bahwa sesungguhnya Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor 

pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Alor alokasi kursi 

sebelas (11), Laki-Laki tujuh (7) dan Perempuan empat (4) ditemukan satu (1) calon 

perempuan Atas nama Siti Nurbaya Nomor Urut 3  Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 

Namun dengan komposisi alokasi kursi sepuluh (10), laki-laki tujuh (7) dan perempuan 

tiga (3), dan daerah pemilihan 4 Kabupaten Alor dengan alokasi kursi awal empat (4), 

laki-laki dua (2) dan Perempuan dua (2), ditemukan satu (1) calon perempuan atas nama 

Harni Thersia Mail nomo urut 4 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), namun 

dengan komposisi laki-laki dua (2) dan perempuan satu (1) dinyatakan tetap Tidak 

Memenuhi Syarat oleh Termohon;-------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang bahwa dengan demikian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia berpendapat bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Pemilihan Umum Tahun 2019 

yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Koreksi yaitu Daerah Pemilihan 2, dan 

Daerah Pemilihan 4 harus ditetapkan oleh KPU Kabupaten Alor menjadi Memenuhi 

Syarat (MS) sebagai Daerah Pemilihan pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Alor 



Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang memenuhi syarat 30% keterwakilan 

perempuan;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Putusan Badan Pengawas 

Pemilihan Kabupaten Alor a quo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 

mencermati bahwa sesungguhnya Bakal Calon Angota DPRD Kabupaten Alor pada 

Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Alor dengan Alokasi kursi 

enam (6), laki-laki empat (4) dan perempuan dua (2), ditemukan satu (1) Calon 

Perempuan atas nama Sri Maryati Kota Nomor Urut 6 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat 

(TMS). Sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 7 ayat (1) Peratuaran KPU Nomor 20 Tahun 2018 

Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang bahwa dengan demikian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia berpendapat bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Pemilihan Umum Tahun 2019 

yang diajukan oleh Pemohon Koreksi yaitu Daerah Pemilihan 2, dan Daerah Pemilihan 4 

harus ditetapkan oleh KPU Kabupaten Alor menjadi Memenuhi Syarat (MS) sebagai 

Daerah Pemilihan pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Alor Pemilihan Umum 

Tahun 2019 sepanjang memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan;------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon Koreksi untuk menetapkan status 

Memenuhi Syarat (MS) untuk Daerah Pemilihan 2 dan daerah Pemilihan 4 dalam 

Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilihan Umum Tahun 2019 beralasan 

menurut hukum, sebatas sampai pada tahap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);--

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang terhadap dalil permohonan Pemohon Koreksi selebihnya, Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak relevan untuk mempertimbangkan;----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 

2017 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara 



Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan 

lain yang terkait;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MEMUTUSKAN 

 

1. Menerima Permohonan Koreksi Pemohon; 

2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Membatalkan Surat 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 37/Kpts/KPU-

Kab.018.433965/2018, tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon 

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum 

Tahun 2019 Kabupaten Alor sepanjang tidak menetapkan Daerah Pemilihan 2, 

Daerah Pemilihan 3, dan Daerah Pemilihan 4 pada Pemilihan Anggota DPRD 

Kabupaten Alor pada Pemiliha Umum Tahun 2019 mengenai keterpenuhan syarat 

30% keterwakilan perempuan Partai Solidaritas Indonesia dsalam Daftar Calon 

Sementara (DCS); 

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk menerbitkan 

Keputusan yang mencantumkan Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai 

Solidaritas Indonesia pada Daerah Pemilihan 2, Daerah Pemilihan 3, dan Daerah 

Pemilihan 4 dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Alor Tahun 2019 

sepanjang memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan; 

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Alor melaksanakan 

Putusan Baru Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor paling lambat 3 

(tiga) hari kerja sejak Putusan diterbitkan. 

 

 

Demikian diputuskan di dalam Rapat PlenoBawaslu Kabupaten Alor  oleh 1) Dominika Deran,  S.Pd 2)  Amirudin Bapang, S.Pt  3) Orias Langmau, SE masing-masing sebagai Ketua dan  Anggota Bawaslu Kabupaten Alor dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal10 (sepuluh)bulan September  tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul (8.00) 1) Amirudin Bapang, S.Pt 2) Dominika Deran, S.Pd 3) Or ias Langmau, SE masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Alor dan dibantu oleh Evember A. Molebila, S.AP sebagai Sekretaris sidang yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. 

 

 

 

                                        B A W A S L U  K A B U P A T E N  A L O R  

 

 

 

 

A N G G O T A 

T t d 

            K E T U A   

               T t d 

 

   DOMINIKA DERAN,SPd 

 

 

 

 

 

              A N G G O T A 

                   T t d 

   



     AMIRUDIN BAPANG,SPt O R I A S  L A N G M A U , S E 

   S E K R E T A R I S 

 

 

E V E M B E R  A .  M O L E B I L A ,  S . A P 

 

 

 

 

 

 

 

 


